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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan
buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia NO. 158 tahun 1987 dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.
0543b/U/1987.

Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab
yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa indonesia
sebagaimana terlihat dalam Kamus inguistik atau Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman
transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1 Konsonan
Fonemena konsonan Bahasa Arab yang dalam system
tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam
transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian di lambangkan dengan tanda dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf
arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Nama Huruf latin Nama
arab
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
& Sa § es (dengan titik di atas)
Jim J Je
fa Ha h ha (dengan titik di
bawah)
¢ Kha Kh Ka dan ha




3 Dal D De
3 Zal i zet (dengan titik di
atas)
B Ra R Er
B Zai Zet
o Sin S Es
B Syin Sy esdan ye
o Sad § es (dengan titik di
bawah)
Ua Dad d de (dengan titik di
bawah)
L Ta 1 te (dengan titik di
bawah)
L Za 7 zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain & komaterbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
) Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
& Kaf K Ka
J Lam L El
- Mim M Em
5] Nun N En
p Wau W We
2 Ha H Ha




2 Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia
yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal
rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya
berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai

berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
A Fathah A A
) Kasrah | |
= Dhammah U] U]

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang
lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf,

yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
8 Fathah dan ya Ai adani
) Fathah dan wau Au adanu

Contoh:
& kataba dils :suila
J :fa'ala X kaifa
Ky zukira Jds>  :haula
Lak  ;yazhabu
3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa
harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda

sebagai berikut:
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Huruf Nama Huruf Nama

Arab Latin
T Fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
S Kasrah dan ya 1 i dan garis di
atas
e Dammah dan a u dan garis di
wau atas
Contoh:
- qala
- <) rama
- U8 qgila
- U yaqulu
Ta’marbuah

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:
1 Ta’marbutah hidup

Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat
fathah, kasrah dan dammabh, transliterasinya adalah
“t.

Ta’marbutah mati

Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir denagn ta’marbutah
diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang al
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’marbutah
itu ditransliterasikan dengan ha(h). Contoh:

Jish i ) - raudah al-afal/raudahtul atfal
875l A - al-madinah al-munawwarah

- al-madinatul munawwarah
a0k - talhah



5 Syaddah
Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau
tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
L) - rabbana 54 -al-birr
O - nazzala

6 Kata Sandang
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, yaitu J' namun dalam transliterasi ini kata
sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh
huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di
depan dan sesuai dengan bunyinya.
c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf
gamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
BE - ar-rajulu
NI - al-jalalu
() - as-syamsu
Al - al-galamu



7 Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang
terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak
diawal Kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.

Contoh: )
£5il - an-naw’
ME - ta’khuzu
&4 - syai’un
ol - inna

8 Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

S oally &I 1 850 - Wa auf al-kaila wa-almizan
JUAT 2l - Tbrahim al-Khalil

GEON A sl G s -Wa innallaha

fahuwa khair ar
raziqin

- Wa innallaha fahuwa
khairurraziqin

Llasa 5 bl ae A aly -Bismillahi majreha wa
mursaha

9 Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut
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digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang
berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan
kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata
sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan
kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada
huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak
digunakan.

Contoh:
O30 V) 3834 Wy - Wa ma
Muhammadun illa rasul
o BLH5 ;- Walagadra’ahubil-ufug  al-
mubin

Walagadra’ahubil-ufuqil-mubin
Gaalall &5 4 280l Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
Al e - Ar-rahmanir rahim
- Ar-rahman ar-rahim
Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam
bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang
tak terpisahkan dengan llmu Tajwid. Karena itu peresmian

pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman
Tajwid.
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ABSTRAK

MURSYIDUL UMAM 1121130, 2025, PEMBATALAN
ADOPSI ANAK KARENA ANAK MENGALAMI
KETERBELAKANGAN MENTAL (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN  AGAMA  SELAYAR NOMOR
126/Pdt.G/2019/PA.Sly)
Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Penelitian ini mengkaji pembatalan pengangkatan anak
dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan fokus
pada Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor
126/Pdt.G/2019/PA.Sly. Kajian ini mencakup analisis
penalaran hukum hakim, tinjauan hukum Islam, serta akibat
hukum dari pembatalan pengangkatan anak yang mengalami
keterbelakangan mental.  Penelitian ~ bertujuan  untuk
memahami bagaimana hukum positif dan hukum Islam
menilai serta mengatur pembatalan pengangkatan anak,
khususnya dalam kasus anak dengan kebutuhan khusus,
sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan
norma hukum dan asas keadilan dalam praktik peradilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif (legal research) dengan pendekatan yuridis,
yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum
tertulis melalui kajian pustaka. Penelitian ini memanfaatkan
bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan,
Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan sebagai
objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa literatur,
jurnal, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier
sebagai penunjang, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui  studi
kepustakaan (library research), sedangkan analisis data
menggunakan interpretasi hukum untuk memahami makna
ketentuan hukum dan konstruksi hukum untuk membangun
argumentasi  logis jika terdapat kekosongan atau
ketidakjelasan norma. Pendekatan penelitian meliputi
pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),
pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) guna memperoleh pemahaman yang
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komprehensif terkait pembatalan pengangkatan anak
berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan

Pengadilan Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly,
hakim membatalkan pengangkatan anak berkebutuhan khusus
dengan penalaran hukum yang menekankan prinsip
kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Hakim
mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi sosial,
psikologis, serta kemampuan orang tua kandung dan orang tua
angkat, sehingga pengasuhan anak dapat diberikan kepada
pihak yang paling layak dan mampu. Secara normatif,
keputusan ini merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002, PP No.
54 Tahun 2007, dan KHI Pasal 132. Dari perspektif hukum
Islam, putusan tersebut sejalan dengan magasid al-syari‘ah,
khususnya prinsip hifz al-nasl (menjaga garis keturunan) dan
hifz al-nafs (menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak),
dengan orientasi pada maslahah dan ‘adl, serta mengacu pada
Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 4-5. Akibat hukum dari
pembatalan ini adalah kembalinya status anak kepada orang
tua kandung, terputusnya hubungan hukum perdata dengan
orang tua angkat termasuk hak nafkah dan hak waris,
menegaskan bahwa pengangkatan anak harus selalu
mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak.
Kata kunci: Pembatalan pengangkatan anak, hukum positif,
hukum Islam, kepentingan terbaik anak, Putusan Pengadilan
Agama Selayar, anak berkebutuhan khusus, magasid al-
syari‘ah.



ABSTRACT

MURSYIDUL UMAM 1121130, 2025, CANCELLATION
OF CHILD ADOPTION DUE TO MENTAL
DISABILITY (STUDY OF SELAYAR RELIGIOUS
COURT DECISION NUMBER 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)
Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

This study examines the cancellation of adoption from
the perspective of positive law and Islamic law, focusing on
the  Selayar  Religious  Court Decision  Number
126/Pdt.G/2019/PA.Sly. This study includes an analysis of the
judge's legal reasoning, a review of Islamic law, and the legal
consequences of the cancellation of adoption for children with
mental retardation. The study aims to understand how positive
law and Islamic law assess and regulate the cancellation of
adoption, particularly in cases of children with special needs,
thereby providing a clear picture of the application of legal
norms and principles of justice in judicial practice.

The research method used is normative legal research
with a juridical approach, which emphasizes the analysis of
written legal norms through literature review. This research
utilizes primary legal materials such as legislation, the
Compilation of Islamic Law, and court decisions as research
objects, secondary legal materials in the form of literature,
journals, and legal expert opinions, as well as tertiary legal
materials as supporting materials, such as legal dictionaries
and encyclopedias. Data collection techniques are carried out
through library research, while data analysis uses legal
interpretation to understand the meaning of legal provisions
and legal construction to build logical arguments if there are
gaps or ambiguities in norms. The research approach includes
a statute approach, a case approach, and a conceptual approach
to obtain a comprehensive understanding of the cancellation of
child adoption based on positive law and Islamic law.

The results of the study show that in the Selayar
Religious Court Decision Number 126/Pdt.G/2019/PA.Sly,
the judge annulled the adoption of a child with special needs
with legal reasoning that emphasizes the principle of the best
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interest of the child. The judge thoroughly considers the social,
psychological conditions, and abilities of the biological
parents and adoptive parents, so that child care can be given to
the most appropriate and capable party. Normatively, this
decision refers to Law No. 23 of 2002, Government Regulation
No. 54 of 2007, and KHI Article 132. From an Islamic legal
perspective, the decision is in line with magasid al-shari‘ah,
especially the principles of hifz al-nasl (maintaining lineage)
and hifz al-nafs (maintaining the safety and welfare of
children), with an orientation towards maslahah and ‘adl, and
refers to the Qur'an Surah Al-Ahzab verses 4-5. The legal
consequences of this cancellation are the return of the child's
status to the biological parents, the termination of civil legal
relations with the adoptive parents including the right to
maintenance and inheritance rights, emphasizing that the
adoption of a child must always prioritize the welfare and
interests of the child.

Keywords: Cancellation of adoption, positive law, Islamic
law, best interests of the child, Selayar Religious Court
Decision, children with special needs, maqgasid al-syari‘ah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, praktik pengangkatan anak sudah lama
dikenal masyarakat, meskipun cara pelaksanaannya
berbeda-beda sesuai dengan latar belakang sosial, budaya,
dan agama. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak
dikenal dengan istilah kafalah, yaitu pengasuhan dan
pemeliharaan anak tanpa mengubah status nasabnya.l
Anak tetap dipandang sebagai bagian dari keluarga
kandungnya, sehingga hubungan asal-usulnya tidak
terputus. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia
digunakan istilah anak angkat, yakni anak yang hak dan
kewajibannya dialihkan dari orang tua kandung kepada
orang tua angkat melalui penetapan pengadilan, baik di
Pengadilan Agama bagi umat Islam maupun di
Pengadilan Negeri bagi non-Muslim.? Melalui mekanisme
ini, anak angkat sah secara hukum untuk diasuh dan
dipelihara oleh orang tua angkatnya.

Alasan seseorang atau pasangan Ssuami istri
mengangkat anak pada umumnya didorong oleh berbagai
faktor, baik emosional, sosial, maupun praktis dalam
kehidupan rumah tangga. Salah satu alasan yang paling
umum adalah keinginan untuk menjaga keharmonisan
keluarga, terutama bagi pasangan yang belum memiliki
keturunan secara biologis. Selain itu, terdapat pula motif
kemanusiaan, yaitu keinginan untuk merawat anak yatim,

L Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”,
(Jakarta: Kencana, 2006), him. 215.

2 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak, Pasal 1.



piatu, atau anak terlantar sebagai wujud kepedulian dan
kasih sayang.® Dengan demikian, pengangkatan anak
dipandang tidak hanya sebagai solusi personal, tetapi juga
sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk menjamin
kesejahteraan anak.

Secara prosedural, proses pengangkatan anak diatur
secara ketat dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak.* Peraturan ini
mengharuskan calon orang tua angkat melalui mekanisme
administratif, seperti permohonan resmi kepada instansi
sosial, verifikasi dokumen, penilaian kelayakan oleh Tim
Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA), hingga
pengesahan melalui  putusan pengadilan. Dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h)
ditegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang
berdasarkan putusan pengadilan beralih tanggung
jawabnya dari orang tua asal ke orang tua angkat.®> Hal
serupa ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.® Dengan
adanya aturan ini, anak yang diangkat melalui prosedur
hukum negara memperoleh perlindungan penuh atas hak
pengasuhan, pendidikan, identitas hukum, serta jaminan
kesejahteraan sosial.

Namun demikian, hingga saat ini ketentuan hukum di
Indonesia baru sebatas mengatur tata cara pengangkatan
anak, tetapi belum memberikan pengaturan khusus
mengenai pembatalannya. Baik Peraturan Pemerintah

3 M. Yahya Harahap, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 45.

4 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak.

5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (h).

& UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1
angka 9.



maupun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak
memuat ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan
alasan maupun prosedur pencabutan status anak angkat.
Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang
berimplikasi pada ketidakjelasan mekanisme apabila
dalam praktik muncul kebutuhan untuk membatalkan
status anak angkat yang sebelumnya telah sah secara
hukum dan berkekuatan hukum tetap.

Permasalahan hukum muncul ketika hakim harus
memutuskan perkara pembatalan pengangkatan anak
melalui putusan pengadilan. Fenomena ini dapat dilihat
dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor
126/Pdt.G/2019/PA.Sly yang membatalkan pengangkatan
anak berdasarkan Penetapan Nomor
1/Pdt.P/2006/PA.Sly.” Dalam perkara tersebut, majelis
hakim mengabulkan permohonan pembatalan dengan
alasan anak angkat mengalami keterbelakangan mental
sehingga dinilai lebih layak diasuh oleh orang tua
kandungnya. Selain itu, faktor usia lanjut orang tua angkat
juga menjadi pertimbangan, karena dianggap tidak lagi
mampu secara fisik maupun psikis dalam memenuhi
kebutuhan anak tersebut.

Di sisi lain, penelitian-penelitian sebelumnya lebih
banyak membahas mengenai pengangkatan anak itu
sendiri, bukan mengenai pembatalannya. Sebagian besar
penelitian terdahulu menyoroti praktik adopsi dari
perspektif hukum maupun sosial. Misalnya, penelitian M.
Deby Sahdan Alfaizi melalui studi di Masyrakat Duren
Tiga menemukan bahwa pengangkatan anak dilakukan

" Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor
126/Pdt.G/2019/PA.Sly.



secara informal dan bersifat adat.® Selanjutnya, penelitian
Rima R. Tanjung, Yadi Harahap, dan Sukiati
menunjukkan bahwa yurisprudensi mengenai
pengangkatan anak lebih menekankan pada prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan pengadilan,
seperti pada Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds.°
Selain itu, penelitian Kholik Hisbullah mengkaji
pengangkatan anak dalam perspektif hukum positif dan
hukum Islam.°

Urgensi  penelitian ini terletak pada adanya
kekosongan hukum mengenai pembatalan pengangkatan
anak, karena peraturan perundang-undangan hanya
mengatur tata cara pengangkatan tanpa menjelaskan
prosedur pembatalannya. Permasalahan ini tampak nyata
dalam Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor
126/Pdt.G/2019/PA.Sly yang membatalkan pengangkatan
anak berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2006/PA.Sly,
dengan alasan anak angkat mengalami keterbelakangan
mental sehingga dinilai lebih tepat diasuh oleh orang tua
kandung. Kondisi tersebut menuntut hakim melakukan
penemuan hukum untuk memastikan putusannya sesuai
dengan asas kepastian hukum, keadilan, serta prinsip
kepentingan terbaik bagi anak.!! Oleh karena itu,

8 M. Deby Sahdan Alfaizi, “Pengangkatan Anak (Studi di
Masyrakat Duren Tiga)”, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah, 2016).

% Rima R. Tanjung, Yadi Harahap, dan Sukiati, “Yurisprudensi
Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi
Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds),” Jurnal Pengabdian Masyarakat
dan Riset Pendidikan, Vol. 3, No. 4 (2025).

10 Kholik Hisbullah, “Analisis Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam
Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam,” Journal Syariahku: Jurnal
Hukum Keluarga Islam dan Manajemen Haji Umrah, Vol. 5, No. (2023).

11 Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar”,
(‘Yogyakarta: Liberty, 2009), him. 37.



penelitian ini penting dilakukan karena kajian tentang

pembatalan pengangkatan anak masih sangat jarang. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik
secara akademis maupun praktis, serta menambah
pengetahuan dalam bidang hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian
mengenai pembatalan adopsi anak karena anak
mengalami keterbelakangan mental menjadi sangat
relevan dan penting untuk dilakukan guna memberikan
kejelasan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang
menghadapi permasalahan serupa. Berdasarkan fenomena
tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini
dengan judul “Pembatalan Adopsi Anak Karena Anak

Mengalami Keterbelakangan Mental (Studi Putusan

Pengadilan Agama Selayar Nomor

126/Pdt.G/2019/PA.Sly)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penalaran hukum hakim dalam
mengabulkan gugatan pembatalan adopsi anak
karena alasan anak mengalami keterbelakangan
mental dalam Putusan Nomor
126/pdt.G/2019/PA.Sly?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan
yang membatalkan adopsi anak karena anak angkat
mengalami keterbelakangan mental?

3. Apa akibat hukum dari adanya putusan pembatalan
adopsi anak karena anak angkat mengalami
keterbelakangan mental?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penalaran
hukum hakim dalam mengabulkan gugatan
pembatalan adopsi anak karena alasan anak



mengalami ketebelakangan mental dalam Putusan
Nomor 126/pdt.G/2019/PA.Sly.

2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap
putusan yang membatalkan adopsi anak karena anak
angkat mengalami keterbelakangan mental.

3. Menjelaskan akibat hukum dari adanya putusan
pembatalan adopsi anak karena anak angkat
mengalami keterbelakangan menta

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan
penelitian, diharapkan memberikan manfaat baik secara
teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Bagi para akademisi dan peneliti, diharapkan
bahwa temuan penelitian ini akan membuka wawasan
dan pengembangan ilmu tentang hukum keluarga
terutama terkait alasan-alasan pembatalan adopsi
anak, juga diharapkan dapat menyediakan data dan
menjadi salah satu referensi bagi penelitian
selanjutnya dengan tema yang serupa.

2. Manfaat praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan
menjadi bahan  informasi untuk pembentukan
kesadaran hukum masyarakat tentang adopsi anak
dan kemungkinan tentang pembatalan adopsinya jika
terdapat alasan-alasan yang dapat diterima oleh
hakim. Bagi para praktisi hukum hasil penelitian ini
diharapkan  menjadi  masukan  kemungkinan
ditetapkanya pembatalan adopsi anak di pengadilan,
kemudian bagi pengambil kebijakan agar peristiwa
ini menjadi masukan untuk selanjutnya dan
pengaturan mengenai pembatalan anak berikut akibat
terhadap hak-haknya.



E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka Teori
a. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan aspek
esensial dalam suatu putusan hakim karena menjadi
dasar utama bagi legitimasi putusan tersebut. Hakim
dalam menjatuhkan putusan tidak hanya dituntut
untuk menegakkan asas keadilan (ex aequo et bono),
tetapi juga harus mampu menjamin kepastian
hukum dan memberikan manfaat (kemaslahatan)
bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu,
pertimbangan hukum disusun secara cermat,
sistematis, dan logis, dengan memperhatikan
analisis terhadap fakta persidangan serta norma
hukum yang berlaku. Tanpa pertimbangan hukum
yang jelas, putusan berpotensi kehilangan legitimasi
yuridisnya dan bahkan dapat dibatalkan melalui
upaya hukum lanjutan seperti banding maupun
kasasi.'

Dalam praktiknya, hakim menggunakan dua
jenis dasar pertimbangan, yaitu:

1) Pertimbangan vyuridis, yakni pertimbangan
yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang
terungkap di persidangan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pertimbangan non-yuridis, yaitu pertimbangan
yang memperhatikan nilai-nilai hukum, rasa
keadilan, dan kepatutan yang hidup di
masyarakat.

12 Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”,
(Yogyakarta: Liberty, 2013), him. 45.



Pertimbangan hukum yang baik setidaknya
mengandung tiga unsur pokok, yaitu kepastian
hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini sejalan
dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah
masyarakat.!® Dengan demikian, teori pertimbangan
hukum menekankan bahwa hakim tidak hanya
terikat secara tekstual pada undang-undang, tetapi
juga harus mampu mempertimbangkan kondisi
sosial dan kepentingan terbaik pihak yang paling
rentan, misalnya anak dalam kasus adopsi.

b. Teori Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum adalah suatu metode
penemuan hukum (rechtsvinding) yang dilakukan
oleh hakim ketika menghadapi kasus-kasus yang
tidak secara tegas diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam praktik peradilan,
sering kali hakim menemui situasi hukum yang
menimbulkan kekosongan norma atau
ketidakjelasan aturan. Untuk mengatasi hal tersebut,
konstruksi  hukum hadir sebagai instrumen
intelektual yang memungkinkan hakim
menyesuaikan, memperluas, atau membatasi
penerapan norma hukum yang ada.

13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dan (2).



Dalam perkembangan ilmu hukum, terdapat
tiga bentuk konstruksi hukum utama yang dikenal,
yaitu:

1) Konstruksi Analogi, yaitu metode memperluas
penerapan suatu ketentuan hukum pada
peristiwa yang tidak diatur secara tegas tetapi
memiliki kesamaan unsur esensial dengan
peristiwa yang telah diatur. Cara ini umum
digunakan dalam hukum perdata, karena
membantu hakim menemukan keadilan dalam
kasus konkret.14

2) Konstruksi Penghalusan Hukum
(Rechtsverfijning), yaitu metode
mempersempit atau menyesuaikan penerapan
suatu aturan hukum ketika penerapan secara
tekstual dapat menimbulkan ketidakadilan yang
mencolok. Dengan metode ini, hakim dapat
menghindari putusan yang kaku dan tidak adil,
sehingga tercapai keadilan substantif.*®

3) Konstruksi Argumentum a Contrario, Yyaitu
metode penalaran hukum dengan logika
kebalikan. Jika suatu hal tidak disebutkan
secara eksplisit dalam undang-undang, maka
hal tersebut dianggap tidak termasuk dalam
cakupan norma hukum. Prinsipnya adalah ubi
lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (dimana

14 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta:
Kencana, 2017), him. 133.

15 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Ul
Press, 2006), him. 112.
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undang-undang menghendaki, ia berbicara;
dimana tidak menghendaki, ia diam).

Dengan demikian, teori konstruksi
hukum memberikan ruang bagi hakim untuk tidak
hanya menjadi pelaksana undang-undang secara
mekanis, tetapi juga sebagai penemu hukum yang
kreatif dan responsif dalam menghadapi kasus-
kasus konkret, termasuk dalam pembatalan
pengangkatan anak yang tidak diatur secara
eksplisit.

. Teori Hukum Islam (Magasid al-Syari‘ah)

Teori magasid al-syari‘ah menegaskan bahwa
tujuan utama hukum Islam adalah menjaga
kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Lima
tujuan pokok yang menjadi landasannya adalah
menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-
nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga
keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-
mal).t

Dalam konteks pengangkatan dan pembatalan
pengangkatan anak, yang paling relevan adalah hifz
al-nasl dan hifz al-nafs. Hifz al-nasl menjaga agar
nasab anak tetap jelas dan tidak terhapus akibat
adopsi, sedangkan hifz al-nafs melindungi
keselamatan serta kesejahteraan anak.'® Dengan
demikian, pembatalan adopsi dapat dibenarkan jika
lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak,

16 Satjipto Rahardjo, “llmu Hukum”, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2006), him. 128.

17 Jasser Auda, “Magqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic

Law: A Systems Approach ”, (London: IIT, 2008), him. 29.

18 Amir Syarifuddin, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia”,

(Jakarta: Kencana, 2009), him. 255.
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karena sejalan dengan tujuan syariat Islam yang
menekankan keadilan dan kemaslahatan.®

2. Kerangka Konseptual
a. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum
yang mengalihkan seorang anak dari pengasuhan
orang tua kandung ke pengasuhan orang tua angkat
dengan  tujuan  memberikan  pemeliharaan,
perlindungan, dan kesejahteraan. Dalam hukum
Islam, pengangkatan anak tidak dimaknai sebagai
tabanni (adopsi yang memutus hubungan nasab),
melainkan sebagai kafalah (pemeliharaan anak).
Tabanni dilarang karena berpotensi mengaburkan
nasab dan menimbulkan persoalan kewarisan.?
Sedangkan kafalah menekankan pada aspek
pemeliharaan, pendidikan, dan pemberian nafkah
tanpa mengubah status biologis anak. Anak tetap
berstatus sebagai anak kandung dari orang tua
biologisnya, sehingga nasab dan hak warisnya tidak
berpindah.?* Dalam hukum positif Indonesia,
pengangkatan anak diatur dalam PP No. 54 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta
Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang
menegaskan bahwa tujuan utama pengangkatan
anak adalah kepentingan terbaik anak tanpa

19 A, Djazuli, “llmu Figh: Penggalian, Perkembangan, dan

Penerapan Hukum Islam”, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 123.

20 Amir Syarifuddin, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia”,

(Jakarta: Kencana, 2009), him. 255.

21 Jasser Auda, ”Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic

Law: A Systems Approach”, (London: 11T, 2008), him. 29.
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menghapus hubungan darah dengan orang tua
kandungnya.??

. Pembatalan Pengangkatan Anak

Pembatalan pengangkatan anak adalah
pencabutan kembali status hukum anak angkat
sehingga anak kembali pada kedudukan hukumnya
sebagai anak kandung. Dalam perspektif hukum
Islam, pembatalan dapat dilakukan apabila
pengangkatan tersebut tidak lagi sejalan dengan
tujuan syariat. Hal ini selaras dengan prinsip
magasid al-syari‘ah, khususnya hifz al-nasl
(menjaga kejelasan keturunan) dan hifz al-nafs
(melindungi jiwa, keselamatan, dan kesejahteraan
anak).®  Artinya, apabila  keberlanjutan
pengangkatan justru mengancam kemaslahatan
anak, maka syariat lebih mengutamakan
pengembalian anak kepada orang tua biologisnya.
Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia
memang tidak ada aturan eksplisit mengenai
pembatalan adopsi, namun melalui penemuan
hukum (rechtsvinding), hakim dapat menjatuhkan
putusan pembatalan apabila adopsi tidak lagi
memenuhi tujuan utamanya, yaitu kepentingan
terbaik anak sebagaimana ditegaskan dalam UU
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.?*

22 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132; Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

23 Asafri Jaya Bakri, “Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-

Syatibi”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), him. 112.

24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014.
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F. Kajian Penelitian Terdahulu
1. Skripsi karya Siti Putri Hawa tahun 2017 yang
berjudul  “Pembatasan  Alasan  Pembatalan
Pengangkatan Anak sebagai Wujud Perlindungan
Hukum bagi Anak Angkat".

Studi ini  bertujuan untuk menentukan
bagaimana alasan pengangkatan anak dapat dibatasi
untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak
angkat. Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa hanya ketika anak angkat
melakukan pelanggaran hukum vyang dilakukan
dengan kesengajaan permohonan  pembatalan
pengangkatan anak angkat dapat diterima. Namun
alasan diatas tidak berlaku ketika anak angkat belum
dewasa atau masih dibawah umur dan memiliki
alasan pemaaf. Anak dapat dianggap dewasa ketika ia
berusia 18 tahun atau telah menikah. Alasan pemaaf
disini digunakan untuk anak yang mengalami cacat
fisik atau mental. Dengan demikian, orang tua anak
angkat yang belum berusia 18 tahun tidak dapat
memutuskan hubunganya dengan anak angkat karena
alasan apapun. Karena anak masih dibawah umur
maka masih menjadi kewajiban orang tua angkat
untuk menasehati, merawat dan melindungi anak
angkat.?®

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan
dalam hal objek kajian yang sama-sama membahas

25 Siti Putri Hawa,”Pembatasan Alasan Pembatalan Pengangkatan
Anak sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat”, (Skripsi,
Universitas Brawijaya, 2017) him. 70.
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pembatalan pengangkatan anak serta menggunakan
pendekatan hukum normatif melalui pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan
pendekatan konseptual. Keduanya juga menekankan
pentingnya perlindungan hukum bagi anak angkat
melalui analisis terhadap alasan-alasan pembatalan
pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan.
Namun, perbedaan mendasar terlihat pada fokus dan
ruang  lingkup  pembahasan  masing-masing
penelitian. Penelitian karya Siti Putri Hawa tahun
2017 membahas pembatasan alasan pembatalan
pengangkatan anak dengan menekankan bahwa
hanya pelanggaran hukum yang dilakukan dengan
kesengajaan oleh anak angkat yang dapat dijadikan
dasar pembatalan, sementara anak yang belum
dewasa atau memiliki alasan pemaaf seperti cacat
fisik atau mental tetap harus dilindungi dan tidak
dapat dibatalkan pengangkatannya. Sementara itu,
skripsi  penulis berfokus pada kasus konkret
pembatalan pengangkatan anak yang mengalami
keterbelakangan mental dalam Putusan Pengadilan
Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, di
mana pembatalan dilakukan karena ketidakmampuan
orang tua angkat yang telah lanjut usia dalam
memberikan perawatan khusus yang diperlukan anak
tersebut.

. Tesis karya Adhi Rangga Sofyan Ananta tahun 2021

yang berjudul “Implikasi Putusan Pembatalan
Penetapan Pengangkatan Anak terhadap Hibah Anak
Angkat Menurut Burgelijk Wetboek”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implikasi dari putusan pembatalan penetapan
pengangkatan anak terhadap status pemberian hibah
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dari orang tua angkat kepada anak angkat dan untuk
mengetahui status hibah yang diberikan oleh orang
tua angkat kepada anak angkat dan untuk mengetahui
status hibah yang telah dialihkan oleh anak angkat
kepada pihak ketiga jika hibah dibatalkan. Dalam
penelitian ini, menggunakan pendekatan hukum
normatif vyaitu pendekatan undang-undang dan
pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder,
tersier digunakan sebagai sumber dan metode
pengumpulan data yang diguanakan adalah studi
kepustakaan dan sifat penelitian. Hasil penelitian ini
implikasi putusan pembatalan penetapan
pengangkatan anak terhadap status pemberian hibah
dari orang tua angkat kepada anak angkat
mengakibatkan hibah turut dapat dibatalkan melalui
pembatalan yang diajukan oleh orang tua angkat ke
pengadilan. Kedua, status pemberian hibah yang telah
dialihkan oleh anak angkat kepada pihak ketiga akan
memberikan konsekuensi bahwa hibah yang telah
beralih kepada pihak ketiga tidak dapat kembali ke
orang tua angkat sebagai pemilik awal hibah karena
hibah sudah beralih kepemilikanya.?®

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan
dalam hal sama-sama mengkaji pembatalan
pengangkatan anak dan menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan serta pendekatan  kasus.
Keduanya juga menyoroti konsekuensi hukum yang
timbul dari pembatalan pengangkatan anak,

% Adhi Rangga Sofyan Ananta,”Implikasi Putusan Pembatalan
Penetapan Pengangkatan Anak terhadap Hibah Anak Angkat menurut
Burgejlik Wetboek™, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,
2021), him. 90.



16

khususnya terkait dengan hak-hak keperdataan yang
melekat pada anak angkat. Namun, terdapat
perbedaan mendasar di antara keduanya. Penelitian
karya Adhi Rangga Sofyan Ananta tahun 2021
berfokus pada implikasi putusan pembatalan
penetapan pengangkatan anak terhadap status
pemberian hibah, termasuk dampaknya apabila hibah
tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga, yang
mengakibatkan hibah tidak dapat kembali kepada
orang tua angkat sebagai pemilik awal. Sementara itu,
skripsi  penulis  menitikberatkan pada kasus
pembatalan pengangkatan anak yang mengalami
keterbelakangan mental, sebagaimana dalam Putusan
Pengadilan Agama Selayar Nomor
126/Pdt.G/2019/PA.Sly, di mana alasan utama
pembatalan didasarkan pada ketidakmampuan orang
tua angkat yang telah lanjut usia untuk memberikan
perawatan khusus yang diperlukan oleh anak tersebut.

. Jurnal karya Nida'ul Hag Lubis tahun 2023 yang

berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan
Anak telah Berkekuatan Hukum”.

Tujuan dari penelitian yang diterbitkan dalam
jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum
yang telah berkekuatan hukum membatalkan
pengangkatan anak. Karya ilmiah ini ditulis
menggunakan tiga pendekatan penelitian hukum
normatif yaitu pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.
Masalah yang muncul dari hasil  pembatalan
pengangkatan anak adalah konsekuensi hukum dari
pembatalan pengangkatan anak terhadap anak angkat
dan orang tua angkatnya baik hak dan kewajiban,
kekayaan dan harta waris oleh anak angkat dan orang
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tua angkatnya. Dengan memepertimbangkan bahwa
pengangkatan anak tidak hanya bertujuan untuk
memiliki keturunan, tetapi juga menjaga kesehatan
dan hak-haknya.?’

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan
dalam hal sama-sama mengkaji pembatalan
pengangkatan anak dan menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, serta
pendekatan konseptual. Keduanya juga membahas
akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak
terhadap kedudukan anak angkat dan orang tua
angkat, termasuk hak dan kewajiban, serta
implikasinya terhadap kekayaan dan warisan.
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara
keduanya. Penelitian karya Nida’ul Haq Lubis tahun
2023 mengkaji pembatalan pengangkatan anak secara
umum dengan fokus pada akibat hukumnya tanpa
menitikberatkan pada kondisi khusus anak atau orang
tua angkat. Sementara itu, skripsi penulis lebih
spesifik membahas pembatalan pengangkatan anak
yang mengalami keterbelakangan mental,
sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan
Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly,
dengan pertimbangan utama bahwa anak tersebut
memerlukan perhatian, perawatan, dan pengasuhan
khusus yang dinilai lebih tepat diberikan oleh orang
tua kandungnya, sedangkan orang tua angkat yang
telah lanjut usia tidak lagi mampu memenuhi
kebutuhan tersebut.

2" Nida’ul Haq Lubis,”Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan
Anak yang Telah Berkekuatan Hukum”, Jurnal Notarius, VVol. 2, No. 1
(2003), him. 222-231.
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4. Skripsi karya Rachma Dwi Maulina tahun 2018 yang
berjudul “Analisis Pembatalan Hibah kepada Anak
Angkat menurut Ketentuan Hukum Islam (Studi
Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA Klt)”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan
faktor-faktor yang berkontribusi pada praktik yang
masih sering terjadi dalam pemeberian hibah kepada
anak angkat. Untuk menilai konsekuensi hukum
putusan PA Klaten nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.KIt
tentang guagatan pembatalan hibah. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompilasi
hukum islam pasal 210-214 menerapkan dasar hukum
hibah. Pasal ini menyatakan bahwa orang yang
berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat
dan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3
harta bendanya untuk dimiliki kepada orang lain atau
lembaga di hadapan dua orang saksi dan harta benda
yang dihibahkan merupakan harta benda hak
penghibah. Namun anak angkat berhak atas harta
tanah melalui hibah. Ketiga, berdasarkan keputusan
Pengadilan Agama nomor 1976/Pdt.G/2014/PA Kit,
pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa
hibah ny. sutiyem kepada anak angkatnya andi
sugiyanto melebihi 1/3 hartanya, melanggar pasal 210
ayat (1) kompilasi hukum islam. Penelitian terdahulu
meneliti tentang akibah hukum pembatalan hibah
kepada anak angkat menurut hukum islam. Akibatnya
hibah dibatalkan oleh hakim dan hibah diberikan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.?®

28 Rachma Dwi Maulina,”Analisis Pembatalan Hibah kepada Anak
Angkat menurut Hukum Islam”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, 2018), him.45-55.
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Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan

dalam hal sama-sama menggunakan metode
penelitian  yuridis normatif dan  membahas
permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak
angkat, baik dalam konteks pemberian hibah maupun
pengangkatan anak. Keduanya juga menguraikan
akibat hukum dari suatu putusan pengadilan,
khususnya terkait hak dan kewajiban yang timbul
setelah adanya pembatalan, serta mendasarkan
analisisnya pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
Namun, perbedaan mendasar terlihat pada fokus
kajiannya. Penelitian karya Rachma Dwi Maulina
tahun 2018 membahas pembatalan hibah kepada anak
angkat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama
Klaten Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.KIt, dengan
fokus pada pelanggaran ketentuan Pasal 210
Kompilasi Hukum Islam yang membatasi hibah
maksimal 1/3 harta penghibah. Sementara itu, skripsi
penulis  menitikberatkan pada  pembatalan
pengangkatan anak yang mengalami keterbelakangan
mental, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan
Agama Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, di
mana pembatalan dilakukan karena ketidakmampuan
orang tua angkat yang telah lanjut usia dalam
memberikan perhatian, perawatan, dan pengasuhan
khusus kepada anak tersebut.
. Skripsi Uun Kurniah tahun 2023 yang berjudul
"Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah terhadap Istri
dari Anak Angkat (Studi Kasus Putusan No.
3570/Pdt.G/2021/PA.JS)".

Studi ini bertujuan untuk menentukan alasan
mengapa hibah yang diberikan oleh orang tua angkat
kepada istri anak angkatnya dibatalakan. Karya
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ilmiah ini ditulis dengan metode penelitian hukum
normatif, yang berarti penelitian dengan bahan
kepustakaan sebagai sumber data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hakim membatalkan hibah
orang tua kepada istri anak angkatnya dalam perkara
nomor 3250/Pdt.G/2021/PA.JS. setelah hakim
mengabulkan gugatan penggugat, peristiwa hibah
tersbut batal. Akibatnya akta hibah dan sertifikat hak
milik tidak lagi berfungsi. Untuk mensertifikatkan
hak milik kembali atas nama penggugat, penggugat
harus menghubungi kantor pertahanan.?®
Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam
hal sama-sama menggunakan metode penelitian hukum
normatif dan membahas persoalan hukum yang berkaitan
dengan anak angkat, khususnya dalam kaitannya dengan
pemberian hibah maupun pengangkatan anak. Keduanya
juga menguraikan akibat hukum dari suatu putusan
pengadilan, termasuk pembatalan akta dan sertifikat hak
milik dalam konteks hibah serta implikasinya terhadap
pihak-pihak yang terlibat. Namun, terdapat perbedaan
mendasar dalam fokus kajian masing-masing. Penelitian
karya Uun Kurniah tahun 2023 menitikberatkan pada
pembatalan hibah yang diberikan oleh orang tua angkat
kepada istri anak angkatnya berdasarkan Putusan
Pengadilan ~ Agama  Jakarta  Selatan Nomor
3570/Pdt.G/2021/PA.JS, di mana akibat pembatalan
tersebut akta hibah dan sertifikat hak milik dinyatakan
tidak lagi berlaku dan harus diproses kembali oleh
penggugat melalui kantor pertanahan. Sementara itu,

29 Uun Kurniah,”Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah terhadap Istri

dari Anak Angkat”, (Studi Kasus Putusan No.3570/Pdt.G/2021/PA.JS)”,
Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023,
him. 61-72.
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skripsi penulis berfokus pada pembatalan pengangkatan

anak yang mengalami keterbelakangan = mental,

sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama

Selayar Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, dengan alasan

ketidakmampuan orang tua angkat yang telah lanjut usia

dalam memberikan perhatian, perawatan, dan pengasuhan

khusus yang diperlukan anak tersebut.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

hukum normatif (legal research), yaitu penelitian yang
berfokus pada kajian pustaka dengan cara menelaah
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum
sekunder berupa doktrin, literatur, dan pendapat para
ahli  hukum. Penelitian hukum normatif tidak
menggunakan data empiris, melainkan lebih
menekankan analisis pada norma-norma hukum yang
tertulis. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan
asas, doktrin, maupun prinsip hukum yang dapat
menjelaskan isu yang diteliti, sehingga mampu
memberikan argumentasi yang logis dan sistematis
dalam menjawab permasalahan penelitian. Dengan
demikian, penelitian hukum normatif dipandang tepat
karena  penelitian ini  mengkaji  pembatalan
pengangkatan anak berdasarkan hukum positif melalui
analisis  yuridis, tanpa melakukan penelitian
lapangan.*°

30 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta:
Kencana, 2017), him. 35.



22

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan
beberapa pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan Perundang-undangan (statute
approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah
peraturan perundang-undangan yang relevan,
antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, serta Kompilasi Hukum
Islam (KHI), khususnya Pasal 132 tentang
pengangkatan anak. Pendekatan ini penting agar
dasar hukum yang digunakan dalam penelitian
benar-benar kuat dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.3!

b. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah
putusan pengadilan yang memiliki relevansi
dengan isu penelitian. Dalam hal ini, penelitian
mengkaji Putusan Pengadilan Agama Selayar
Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly tentang
pembatalan pengangkatan anak berkebutuhan
khusus. Melalui pendekatan ini dapat dilihat
bagaimana hakim mempertimbangkan,

31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
Kompilasi Hukum Islam Pasal 132.
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mengonstruksi hukum, dan memberikan putusan
terkait perkara tersebut.32
c. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)
Pendekatan ini didasarkan pada teori-teori
hukum dan doktrin yang berkembang, seperti teori
pertimbangan hukum, teori konstruksi hukum,
serta teori magasid al-syari‘ah. Pendekatan ini
digunakan untuk memahami bagaimana konsep-
konsep hukum tersebut diaplikasikan dalam
praktik peradilan, khususnya terkait pengangkatan
dan pembatalan pengangkatan anak, baik menurut
hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.*?
3. Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan
hukum yang bersifat mengikat dan menjadi
dasar utama dalam pembentukan maupun
penerapan hukum. Bahan hukum primer
dalam penelitian ini meliputi:
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
(perubahan terakhir melalui UU No.35
Tahun 2014)
2) Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak.
3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
171 huruf (h) tentang Definisi Anak
Angkat

32 pytusan Pengadilan Agama Selayar Nomor
126/Pdt.G/2019/PA.Sly

33 Jasser Auda, “Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic
Law: A Systems Approach”, (London: 11T, 2008), him. 19.
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4) Putusan Pengadilan Agama Selayar
Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly
sebagai objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan
bahan hukum yang berfungsi untuk
memberikan uraian, penafsiran, maupun
analisis terhadap bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini, penulis

memanfaatkan bahan hukum sekunder

sebagai pendukung dalam mengkaji isu-isu
hukum vyang dibahas. Sumber bahan
sekunder meliputi buku hukum, jurnal
ilmiah, artikel, pendapat ahli hukum, serta
referensi lain yang relevan dengan masalah
pengangkatan anak dan pembatalan

pengangkatan anak.>*

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan
hukum  penunjang yang  berfungsi
membantu menelusuri  bahan  hukum
primer maupun sekunder, misalnya kamus
hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum.%

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum
dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan  (library research). Peneliti
menelusuri, membaca, dan mengumpulkan

34 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta:

Kencana, 2017), him. 141.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum

Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), him.

34.
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berbagai sumber hukum tertulis yang relevan,
baik berupa bahan hukum primer, sekunder,
maupun tersier. Bahan hukum primer diperoleh
dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta
Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor
126/Pdt.G/2019/PA.Sly yang menjadi objek
penelitian. Bahan hukum sekunder
dikumpulkan dari literatur seperti buku-buku
hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian
terdahulu yang terkait dengan pengangkatan
anak dan pembatalannya. Adapun bahan
hukum tersier digunakan sebagai alat bantu,
seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk
memperkuat pemahaman istilah-istilah
hukum. %

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah interpretasi hukum dan
konstruksi hukum. Analisis ini merupakan
bagian dari penelitian hukum normatif yang
bertujuan untuk mengkaji hukum tertulis dan
menghubungkannya dengan penerapan dalam
praktik peradilan.®’

a. Teknik interpretasi digunakan untuk
menganalisis dan memahami makna dari
teks  peraturan  perundang-undangan,
putusan pengadilan, serta konsep-konsep

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum

Normatif: Suatu Tinjauan Singkat™, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), him.

42.

37 Sri Mamudiji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan

Singkat”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), him. 52.
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hukum yang relevan dengan permasalahan
penelitian. Interpretasi diperlukan agar
ketentuan hukum tidak hanya dipahami
secara tekstual, tetapi juga sesuai dengan
konteks dan tujuan pembuat undang-

undang.*®
b. Teknik konstruksi hukum digunakan
ketika terjadi kekosongan atau

ketidakjelasan norma hukum. Melalui
konstruksi hukum, hakim maupun peneliti
hukum dapat membangun pemahaman
sistematis ~ dengan menghubungkan
berbagai aturan, prinsip, dan doktrin
hukum guna membentuk argumentasi yang
koheren dan logis.*
Dengan demikian, analisis ini membantu
memahami lebih dalam bagaimana hukum
diterapkan dalam kasus konkret dan
bagaimana nilai keadilan diwujudkan melalui
proses hukum, khususnya dalam konteks
pembatalan pengangkatan anak.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan
pembagian Bab sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Berisi Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan
Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual,

Terdahulu, Metode Penelitian, serta

Sistematika Penulisan.

38 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta:

Kencana, 2017), him. 155.

39 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta:

Kencana, 2017), him. 157.
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Bab Il Kerangka Teori dan Konseptual

Membahas Teori Pertimbangan Hukum, Teori
Konstruksi Hukum, Teori Hukum Islam (Magasid al-
Syari’ah), Konsep Pengangkatan Anak dan Konsep
Pembatalan Pengangkatan Anak.
Bab 111 Deskripsi Putusan

Memaparkan Perkara Pembatalan Pengangakatan
Anak Nomor 126/Pdt.G/2019/Sly, meliputi Para Pihak,
Duduk Perkara, Proses Persidangan, Pertimbangan
Hukum dan Putusan Hakim.
Bab IV Analisis dan Pembahasan

Berisi analisis mendalam mengenai Penalaran Hukum
Hakim dalam Pembatalan Pengangkatan Anak, Tinjauan
Hukum Islam terhadap Putusan, serta Akibat Hukum dari
Pembatalan Pengangkatan Anak.
Bab V Penutup

Memuat Kesimpulan Penelitian dan Saran dari penulis.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan skripsi ini, penulis
menyimpulkan hal-hal berikut :

1. Hakim dalam Putusan PA Selayar Nomor
126/Pdt.G/2019/PA.Sly mengabulkan pembatalan
pengangkatan anak dengan dasar penalaran hukum
yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak.
Anak yang mengalami keterbelakangan mental
membutuhkan pengasuhan Kkhusus, dan hakim
menilai orang tua kandung lebih mampu dibanding
orang tua angkat yang telah lanjut usia.

2. Dari perspektif hukum Islam, putusan ini sejalan
dengan magasid al-syari’ah, khususnya prinsip hifz
al-nasl dan hifz al-nafs, dengan orientasi pada
kemaslahatan dan keadilan, sehingga hak anak untuk
diasuh oleh pihak yang mampu tetap terpenuhi.

3. Akibat hukum pembatalan pengangkatan anak adalah
kembalinya status anak kepada orang tua kandung,
berakhirnya hubungan hukum dengan orang tua
angkat, termasuk hak nafkah, pengasuhan, dan hak
waris, serta tanggung jawab perawatan dan
pendidikan kembali berada di tangan orang tua
biologis.

B. Saran

1. Bagi pengadilan, disarankan untuk selalu
menekankan prinsip kepentingan terbaik anak dalam
memutus perkara pengangkatan atau pembatalan
pengangkatan  anak, terutama untuk anak
berkebutuhan khusus. Hakim sebaiknya
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mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan
sosial anak, serta kemampuan pengasuh, agar
keputusan hukum  benar-benar mengutamakan
kesejahteraan anak.

. Bagi orang tua, disarankan agar setiap keputusan
terkait pengasuhan anak dilakukan dengan
memperhatikan kemampuan nyata dalam memenuhi
kebutuhan anak, baik dari segi ekonomi, fisik,
maupun emosional. Orang tua kandung maupun
orang tua angkat perlu komunikasi yang baik dan
mengedepankan kepentingan terbaik anak sebagai
prioritas utama.

. Bagi pembuat kebijakan, disarankan untuk
memperjelas ketentuan hukum mengenai akibat
hukum pembatalan pengangkatan anak dalam
peraturan  perundang-undangan, agar tidak
menimbulkan kerancuan di lapangan. Penjelasan
lebih rinci mengenai hak dan kewajiban anak, orang
tua kandung, serta orang tua angkat akan membantu
mengurangi konflik dan mempermudah pelaksanaan
putusan pengadilan.

. Bagi masyarakat dan lembaga terkait, disarankan agar
kesadaran tentang hak anak, termasuk anak
berkebutuhan khusus, ditingkatkan. Pendidikan dan
sosialisasi mengenai perlindungan anak,
pengangkatan anak, dan kewajiban hukum pengasuh
dapat membantu menciptakan lingkungan yang
mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak.
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